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Marak Penipuan Global

Legislator Sarankan Berantas Scamming

SENAYAN menyoroti lapo-
ran Global Fraud Index 2025
yang menempatkan Indonesia
schagai negara kedua paling
rentan terhadap prakiik penipuan
secara plobal. Indeks tersebut
dirilis oleh Sumsub, perusahaan
teknologi perangkal lunak asal
Ingoris yang fokus pada pence-
gahan kejahatan finansial,
Angpota Komisi 1 DPR Oleh
Solch menilai, laporan Global
Fraud Index 2025 menguatkan
[akta terkait maraknya kasus
penipuan online atau scamming
yang menimpa masyarakat In-
donesia. Masyarakat banyak
menjadi korban penipuan on-
line, baik melalui media sosial
(medsos), aplikasi pesan instan,
maupun platform digital lainnya,
"Dampaknya tidak kecil, karena
kerugian yang dialami korban
sangal besar,” ujamya.
Diketahui, Global Fraud In-
dex 2025 disusun berdasarkan
empat indikator utama. Yaitu,
tingkat dan jumlah kasus pe-
nipuan yang terjadi, ketersediaan
sumber daya unluk mencegah
penipuan. Lalu, kemampuan
serta kebijakan Pemerintah
dalam menangani dan menckan
kejahatan penipuan, dan terakhir
kondisi ckonomi yang berpo-

(ensi mendorong meningkatnya
aksi penipuan,

Dengan indikator tersebut, In-
donesia mencatat skor 6,53 poin,
Artinya, Indonesia menempati
peringkat ke-111 darf tofal 112
negara yang diteliti, atau berada
di posisi kedua paling rentan
terhadap penipuan di dunia.
Sedangkan negara vang dinilai
memiliki tingkat kerentanan
lebif tinggi dart Indonesia adalah
Pakistan, dengan skor mencapai
7.48 puin.

Oleh melanjutkan, tingginya
angka kerentanan Indonesia ter-
hadap penipuan digital menun-
jukkan perhmya langkah yang
lebih serius dan terkoordinasi
dari Pemerintah, utamanya dalam
mencegah dan memberantas
kejahatan tersebul. Karena itu,
pentingnya kolaborast lintas sek-
(or unfuk menangani persoalan
ini secara komprehensif,

Dia meminta Kementerian
Komunikasi dan Digital (Kom-
digi), Kepolisian, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), hingga in-
stanst terkail lainnya, untuk
duduk bersama dan membahas
slralegi penanganan penipuan
digital. “Seluruh stakeholder
harus duduk sato meja. Tidak
bisa berjalan sendiri-sendird,"
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Oleh Soleh

saran politikus PKB ini.
Katadia, perlu ada peta jalan
yang jelas dan terukur dalam
menangani kasus penipuan yang
semakin marak. Pemerintah harus
sepera mercalisasikan pemben-
ukan Badan Perlindungan Data
Pribadi (BPDP) schagaimana
diamanatkan dalam Undang-
Undang Perlindungan Data Prib-
adi. Alasannya, perlindungan
data pribadi adalah kunci dalam
mencegah penipuan digital.
“Tanpa BPDP yang kuat dan ber-
fungsi optimal, upaya pencegahan
akan selalu tertingal dari modus
kejahatan yang terus berkem-
bang, " kata mantan anggota DPRD
Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini.

Angpota Kemisi XI DPR Di-
dik Haryadi menambahkan, pe-
nipuan digital, khususnya love
SCam alau penipuan asmara
banyak menjerat pekerja migran
Indonesta (PMI) di Tuar negeri.
Akibatnya, mercka pulang ke
Tanah Air lanpa membawa apa-
apa Karena menjadi korban,

Menurutnya, salah salu negara
yang perlu menjadi perhatian seri-
s audalah Hong Kong. Di negara
in lercatal memiliki sekilar 180
ribu PMI Jumnlah tersebut dinilai
sangal rentan terhadap berbapi
modus penipuan digital, terula-
malove scam yang memanfaatkan
relasi personal dan medsos.

"Ini persualan serius yang harus
menjadi perhatian negara, karena
perlindungan warga negara tidak
mengenal batas wilayah, baik di
dalam maupun di Juar negert,”
tegas Didik dalam kelerangannya,
Kamis (5/2/2026).

Dia mengingatkan, penipuan
digital tidak hanya terbalas
pada scam berbasis hubungan
personal. Kejahatan teknologi
liinnya seperti peretasan data, per-
curfan identitas, phishing melalui
sural elektronik, hingga penye-
baran mahware dan virus yang
merusak sistem informasi juga
Kian miark.

Kareniaitu, penangenan scam ha-
rus dilakukan secara komprehensil
Mulai dari pemabiaman pola ke-
jadian, langkah pencegalian agar
ticak terulang, hingga mekanisme
penanganan yang jelas saat pe-
nipuan telah erjadi

"Oteritas Jasa Kevangan (OJK)
harus membangun skema deteksi
dini yang kuat, termasuk edu-
kasi dan peningkatan pemahaman
masyarakal mengenai jenis-je-
nis penipuan digital yang terus
berkembang, " desak politikus
PDIP ini.

Selain itu, ia menyoroti ke-
terbatasan jangkauan informasi
terkait satuan tugas dan pusat
pengaduan antiscam yang belum
menyentuh masyarakat luas, leru-
tama di wilayah pedesaan. Deng-
an ity, OJK harus menghadirkan
informasi yang mudah diakses
melalui ruang publik hingga ke
tingkat kabupaten, kecamatan,
dan desa.

Eila masyarakat di kampung
hanya bermain ponsel lalu tertipu
karena iming-iming scderhana,
maka mereka harus ahu ke mana
harus mengadu. 'Informast lentang
Indonesia Anti-Scam Center harus
disosialisasikan secara ak(if, bukan
menunggu masyarakal mencari
sendird,” pungkasnya. m TiF
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